BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1  Pengertian Efektivitas
Berdasarkan Ensiklopedi Umum Administrasi (1979), Efektivitas berasal dari kata kerja ‘efektif’ yang berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan. Istilah efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai serta dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Efektivitas merupakan pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam buku yang berjudul Manajemen Birokrasi dan Kebijakan terdapat beberapa definisi efektivitas menurut para ahli yaitu menurut Handoko (1992), efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Drucker dalam Nuruddin (2007) menyatakan bahwa efektivitas berarti sesuatu yang benar sejauh mana kita mencapai tujuan. Menurut Komarudin (1994), efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Menurut Saxena mengungkapkan dalam (Indrawijaya, 2014:176) bahwa:
“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi kepencapaian efektivitas.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektif dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat membawa hasil atau berhasil guna. Pengertian lain dari efektivitas ialah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapain tujuan, yang berarti bahwa kesejahteraan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Efektivitas merupakan salah satu konsep penting di dalam administrasi. Efektivitas berkaitan dengan seberapa tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi secara umum. Banyak yang mengartikan bahwa efektivitas hanyalah tepat guna, berbeda dengan efisiensi yang berhasil guna. Penanganan tersebut terlalu sempit untuk mendefinisikan efektivitas yang mempunyai cakupan yang cukup luas.
Berdasarkan beberapa definisi diatas tentang efektivitas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas ialah suatu proses keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, jika tujuan yang dimaksud merupakan tujuan pada suatu instansi maka proses pencapaian tujuannya adalah keberhasilan dalam melakukan program atau kegiatan.
Upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi ataupun tidak. Dalam hal ini efektivitas ialah pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, ataupun keluaran (output).
2.1.2  Ukuran Efektivitas
Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dalam mengukur dimensi efektivitas maka perlu di pertimbangkan kriteria-kriteria yang mendukung tentang permasalahan yang akan dikaji.
Gibson, et.al (1984) berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi kriteria efektivitas jangka pendek, yang terdiri dari produksi (production), efisiensi (efficiency), dan kepuasan (satisfaction); kriteria efektivitas jangka menengah, yang terdiri dari kemampuan menyesuaikan diri (adaptiveness) dan mengembangkan diri (development); kriteria efektivitas jangka panjang yaitu keberlansungan (sustainability). Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas; kemampuan berlaba; dan kesejahteraan pegawai.

Dalam kajian evaluasi kebijakan publik, maka pertimbangan yang paling utama yaitu menurut Gibson (1996:50) bahwa kriteria efektivitas, yaitu:
1. Kriteria jangka pendek – produktivitas;
2. Mutu;
3. Efisiensi;
4. Fleksibilitas dan kepuasan;
5. Pengembangan;
6. Kriteria jangka menengah – persaingan;
7. Kriteria jangka panjang – kelangsungan hidup.

Berkaitan dengan efektivitas program pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maka pengukuran efektivitas adalah bagaimana program tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam kaitannya dengan ini, Saxena (Indrawijaya, 2014:176) membagikan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:
1. Kualitas
Pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh instansi, pekerjaan dilakukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sehingga terbebas dari kesalahan dan hasil kerja dapat memberikan kepuasan para pengawas (atasan).
2. Kuantitas
Kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah kerja yang ditetapkan dan dalam menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan tanggung jawab yang lebih besar.
3. Waktu
Penyesuaian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya, pegawai tidak menunda pekerjaan, tidak ada jam lembur, dan setiap pegawai terjadwal secara pasti sehingga mudah untuk menyelesaikannya.
2.1.3  Pengertian Program Keluarga Harapan
Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program kesejahteraan fakir miskin, diolah oleh pusat data informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.
Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.
2.1.4  Tujuan Program Keluarga Harapan
Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:
1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dalam jangka pendek dana bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak langsung), dan dalam jangka panjang merupakan subuah investasi untuk masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembagan modal manusia). Program Keluarga Harapan (PKH) diharapjan sebagai program yang mampu menutuskan rantai kemiskinan antar generasi.
2.1.5  Kriteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan
Menurut Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan dan pendidikan. Setiap komponen mempunyai kriteria dengan rincian sebagai berikut:
1. Komponen Kesehatan
Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen kesehatan adalah sebagai berikut:
a. Ibu hamil/nifas/menyusui
Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.
b. Anak usia dini
Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.
2. Komponen Pendidikan
Berdasarkan Buku Saku Ikhtisar Data dan Statistik Pendidikan Kebudayaan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Sekretariat Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2017 masih terdapat angka putus sekolah pada semua jenjang sekolah dasar dan menengah. Tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat indeks pembangunan rendah. Oleh karena itu, mendorong anak untuk tetap bersekolah pada usia remaja menjadi hal mendasar. Keikutsertaan mereka yang berada di luar sistem sekolahpun harus menjadi perhatian utama, tanpa perhatian khusus pemerintah anak putus sekolah rentan manjadi korban eksploitasi, termasuk perdagangan anak. Bahkan mereka rentan pula terhadap pelanggaran hukum dari penggunaan obat terlarang sampai dengan kriminalitas. Putus sekolah juga berdampak pada minimnya wawasan/ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak, masa depan anak tidak jelas, menyebabkan pengangguran di masa mendatang anak ini cenderung berpikiran lebih mementingkan adat/budaya daripada pendidikan seperti halnya orang tua.
2.1.6  Ketentuan-ketentuan Program Keluarga Harapan
Menurut Kajian Program Keluarga Harapan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 2015, peserta PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu:
1. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita.
2. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak prasekolah).
3. Anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).
4. Anak SMP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun).
5. Anak 15-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.
Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.
Setiap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kartu peserta sebagai bukti kepesertaan. Nama yang tercantum dalam kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) adalah nama perempuan dewasa (ibu, nenek, bibi dan perempuan dewasa) yang mengurus Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sedangkan nama yang tercantum dalam kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Keluarga Sangat Miskin (KSM) adalah perempuan dewasa (ibu dan anak perempuan dewasa). Dalam hal kondisi tertentu dapat digantikan dengan kepala keluarga. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya.
2.1.7  Janji, Sanksi, Hak, dan Kewajiban KPM PKH
1. Janji Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
Kami KPM PKH berjanji
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengikuti Pertemuan Kelompok Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan penuh tanggung jawab.
3. Mentaati semua peraturan dan ketentuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Menjaga kerukunan dan kekeluargaan dengan semua tetangga dan sesame KPM PKH khususnya.
5. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan dipegang sendiri dan memanfaatkan bantuan PKH sesuai dengan kebutuhan.
6. Menghindarkan diri dan keluarga dari jeratan rentenir.
2. Sanksi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
Apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi berupa penangguhan atau penghentian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Hak Program Keluarga Harapan (PKH)
a. Bantuan Sosial.
b. Pendampingan PKH.
c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial.
d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
4. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
a. Komponen Kesehatan
· Ibu hamil
· Pemerikasaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak minimal 4 kali selama kehamilan.
· Melahirkan di fasilitas kesehatan.
· Pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan.
· Bayi (usia 0 s/d 11 bulan)
· Pemerikasaan kesehatan 3 kali dalam 1 bulan pertama.
· ASI eksklusif selama 6 bulan pertama.
· Imunisasi lengkap.
· Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan.
· Mendapatkan suplemen vitamin A satu kali pada usia 6 s/d 11 bulan.
· Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun.
· Anak usia dini (usia 1 s/d <5 tahun)
· Imunisasi tambahan.
· Penimbangan berat badan setiap bulan.
· Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun.
· Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun.
· Pemberian kapsul vitamin A 2 kali dalam setahun.
· Usia 5 s/d <6 tahun
· Penimbangan berat minimal 2 kali dalam setahun.
· Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun.
· Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun.
b. Komponen Pendidikan
· Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan.
· Minimal 85% kehadiran dikelas.
2.1.8  Alur Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Menurut Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021 oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Kementerian Sosial Republik Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
1. Perencanaan
Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM. Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan komunitas adat terpencil (KAT). Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia.
2. Pertemuan Awal dan Validasi
Pendampingan sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH. Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
a. Persiapan Pertemuan Awal (PA) dan Validasi
1) Kegiatan pertemuan awal dapat dilaksanakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH.
2) Data awal calon KPM PKH. Data awal dikirim ke Pendamping PKH melalui aplikasi e-PKH untuk dilaksanakan validasi.
3) Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan Pertemuan Awal (PA) sebagai berikut:
a) Menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan camat/kepala desa setempat.
b) Mengundang unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan sektor terkait lainnya.
c) Membagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon KPM PKH sesuai nama dan alamat yang tercantum.
d) Mempersiapkan keperluan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan Pertemuan Awal.
b. Pelaksanaan Pertemuan Awal dan Validasi
Pada pelaksanaan Pertemuan Awal pendamping sosial melaksanakan dua hal yakni:
1) Sosialisasi
Berikut hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping sosial PKH pada kegiatan Pertemuan Awal:
a) Menginformasikan tujuan PKH.
b) Menjelaskan syarat (eligible) menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank.
c) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program.
d) Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH.
e) Menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH.
f) Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH.
g) Penjelasan komitmen komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial.
h) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program.
i) Menjelaskan tentang penyaluran bantuan sosial PKH.
2) Pelaksanakan Validasi
a) Kegiatan validasi dilaksanakan pada calon KPM yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan bagi calon KPM PKH yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal, maka kegiatan validasi dapat dilaksanakan dengan kunjungan rumah oleh pendamping sosial PKH dan menandatangani formulir validasi. Kegiatan validasi menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau formulir validasi, penggunaannya diatur dalam petunjuk pelaksanaan validasi.
b) Kelengkapan Data Pembukaan Rekening Bank. Agar KPM PKH mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan sosial PKH, maka data KPM PKH hasil validasi harus memenuhi persyarat minimal Know your Customer (KYC) yang terdiri atas nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat tempat tinggal. Kelengkapan data tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank secara kolektif (burekol).
3. Penetapan KPM PKH
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data KPM PKH existing hasil pemutakhiran data dan data hasil validasi calon KPM PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.
4. Penyaluran Bantuan Sosial
a. Bentuk Bantuan Sosial
Bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang kepada seseorang, keluarga, atau masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.
b. Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial
Penyaluran Bantuan Sosial untuk penerima manfaat PKH dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan berdasarkan skema penyaluran bantuan sosial sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
c. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial
Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:
1) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial
a) Rekening penerima bantuan sosial dibukakan secara kolektif secara terpusat sesuai data yang telah diserahkan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia ke Bank Penyalur.
b) Pembukaan rekening diikuti dengan pencetakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Seajahtera (KKS) serta PIN Mailer.
c) Sosialisasi dan edukasi
Kegiatan sosialisasi dan edukasi merupakan aktivitas untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Kemensos RI bersama Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
d) Distribusi KKS kepada KPM
Bank Penyalur melakukan kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN Mailer kepada KPM PKH. Untuk kelancaran pendistribusian KKS dan buku tabungan Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.
e) Proses penyaluran bantuan sosial PKH
Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui Bank Penyalur.
f) Penarikan dana bantuan sosial PKH
Penarikan dana bantuan sosial PKH adalah kegiatan KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan di layanan yang disediakan oleh Lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen Bank dan e-warong.
g) Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial
Merupakan kegiatan pencocokan pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksana PKH dengan bank penyalur. Kegiatan pengecekan data penyaluran dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH oleh SDM PKH pada setiap KPM PKH yang telah menerima bantuan, ataupun yang belum menerima bantuan. Pada saat pengecekan data penyaluran KPM, SDM PKH memberikan informasi KPM melakukan pencairan atau tidak melakukan pencairan. SDM PKH memberikan informasi penyebab KPM tidak dapat melakukan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.
h) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Bantuan sosial kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan sosial adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pelaksana PKH di daerah dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM.
d. Pemanfaatan Bantuan Sosial
Bantuan sosial yang diterima oleh peserta PKH dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan PKH.
5. Pemutakhiran Data
Maksud dan tujuan pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.
Beberapa perubahan informasi dari KPM sebagai berikut:
a. Perubahan status eligibilitas KPM PKH.
b. Perubahan nama pengurus dikarenakan meninggai, cerai, berurusan dengan hukum dan hilang ingatan.
c. Perubahan komponen kepesertaan.
d. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses.
e. Perubahan fasilitas pendidikan yang diakses.
f. Perubahan domisili KPM.
g. Perubahan data pengurus dan anggota keluarga sesuai dengan data kependudukan.
h. Perubahan data bantuan program komplementer.
i. Perubahan kondisi sosial ekonomi.
Pelaksanakan entri data untuk pemutakhiran data melalui e-PKH dilakukan oleh pendamping setiap kali terjadi perubahan kondisi KPM yang ditemukan pada setiap kunjungan ke KPM PKH. Hasil pemutakhiran data melalui e-PKH dikirimkan kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.
6. Verifikasi Komitmen
a. Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH mensyaratkan pemenuhan kewajiban terkait pemanfaatan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial oleh KPM PKH. Untuk pemenuhan kewajiban tersebut pelaksanaan PKH harus memastikan seluruh anggota KPM terdaftar, hadir dan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
b. Verifikasi komitmen bertujuan untuk memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, hadir dan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
c. Pelaksanaan entri data verifikasi komitmen dilakukan oleh pendamping setiap bulan melalui e-PKH untuk mencatat kehadiran seluruh anggota KPM pada setiap kunjungan ke layanan kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial.
d. Data hasil entri verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar penyaluran, penangguhan, dan penghentian bantuan.
Kegiatan verifikasi komitmen dapat dikecualikan apabila terjadi keadaan kahar (force majeure). Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.
7. Pendampingan
Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan untuk mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Demi tercapainya tujuan tersebut pendamping sosial PKH mempunyai peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi, dan motivasi bagi KPM PKH.
Implementasi proses pendampingan tidak hanya berfokus pada pendampingan perorangan KPM PKH yang terkendala atau membutuhkan terhadap akses layanan, tetapi juga melalui pendampingan terhadap kelompok. Pendampingan terhadap kelompok KPM PKH dapat dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).
a. Pertemuan Kelompok (PK)
Pertemuan Kelompok (PK) merupakan kegiatan rutin yang difasilitasi oleh pendamping sosial untuk pelaksanaan tugas yang bersifat administratif dan edukatif dengan memberikan informasi terkait tata tertib dan aturan PKH, serta akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan dari KPM PKH.
b. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluyarga (P2K2) adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. Materi P2K2 wajib disampaikan oleh Pendamping Sosial PKH kepada seluruh kelompok KPM PKH dampingannya dan menjadi salah satu bentuk verifikasi komitmen bagi KPM PKH.
1) Tujuan P2K2
Secara umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku.
2) Komponen P2K2
a) Modul P2K2
Modul P2K2 merupakan modul pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan keterampilan hidup KPM PKH dengan fokus utama di bidang ekonomi, pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial serta modul lainnya yang mendukung pelaksanaan PKH. Modul P2K2 disampaikan kepada KPM dengan memperhatikan kebutuhan KPM.
b) Bahan Ajar
Bahan ajar berupa buku modul, buku pintar, flipchart, poster dan brosur dan alat lainnya untuk mendukung penyampaian P2K2 diselenggarakan oleh Kementerian Sosial yang didukung oleh K/L terkait serta peran Pemerintah Daerah.
c) Waktu Pelaksanaan P2K2
P2K2 dilaksanakan setiap bulan selama masa kepesertaan KPM PKH.
3) Kegiatan P2K2 dapat dikecualikan apabila terjadi keadaan kahar (force majeure). Pelaksanaan P2K2 secara lebih rinci dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk teknis P2K2.
8. Transformasi Kepesertaan
Kepesertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun, setelah itu diharapkan terjadi perubahan terhadap KPM PKH dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial serta peningkatan status sosial ekonomi, transformasi kepesertaan merupakan proses pengakhiran sebagai KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi.
Pada kegaitan resertifikasi, KPM PKH kembali dilakukan pendataan ulang dan evaluasi status sosial ekonominya setelah KPM PKH memperoleh bantuan PKH selama kurun waktu tertentu. Pada tahun ke lima menjelang berakhirnya kepesertaan PKH enak tahun, KPM akan dilakukan resertifikasi. Hasil dari resertifikasi akan digunakan untuk menetapkan status akhir kepesertaan PKH yaitu graduasi atau transisi.
a. Transisi
Transisi adalah peserta PKH yang kondisinya masih memenuhi syarat PKH. Pada masa transisi peserta PKH tetap menerima bantuan selama 3 tahun dan wajib memenuhi kewajiban KPM PKH serta dipersiapkan untuk menerima program pengentasan kemiskinan lainnya.
b. Graduasi
Graduasi adalah peserta PKH yang memenuhi tiga syarat, yaitu:
1) Masih miskin tetapi tidak memiliki syarat PKH.
2) Tidak miskin tetapi masih memenuhi syarat PKH.
3) Tidak miskin dan tidak memenuhi syarat PKH.
2.1.9  Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan
Table 2.1
Komponen Keluarga Penerima Manfaat PKH
	No
	Kategori
	Indeks PerKPM/Tahun
	Indeks PerKPM/Tahap

	
	
	Rp.
	Rp.

	1
	Ibu hamil/Ibu nifas
	3.000.000
	750.000

	2
	Anak usia 0 s/d 6 tahun
	3.000.000
	250.000

	3
	Anak Sekolah SD/MI
	900.000
	225.000

	4
	Anak Sekolah SMP/MTs
	1.500.000
	375.000

	5
	Anak Sekolah SMA/MA
	2.000.000
	500.000

	6
	Lansia dan Disabilitas
	2.400.000
	600.000


Sumber: Koordinator Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Tahun
2023

2.2 Kerangka Pemikiran
Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun diluar organisasi. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan (draft, 2000:36). 
Saxena mengungkapkan dalam (Indrawijaya, 2014:176) bahwa :
“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi kepencapaian efektivitas”.
Berkaitan dengan efektivitas program pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maka pengukuran efektivitas adalah bagaimana program tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam kaitannya dengan ini, Saxena (Indrawijaya, 2014:176) membagikan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:
1. Kualitas
Pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh instansi, pekerjaan dilakukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sehingga terbebas dari kesalahan dan hasil kerja dapat memberikan kepuasan para pengawas (atasan).
2. Kuantitas
Kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah kerja yang ditetapkan dan dalam menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan tanggung jawab yang lebih besar.
3. Waktu
Penyesuaian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya, pegawai tidak menunda pekerjaan, tidak ada jam lembur, dan setiap pegawai terjadwal secara pasti sehingga mudah untuk menyelesaikan.
Melihat uraian tersebut di atas indikator untuk mengukur efektivitas menurut Saxena dalam Indrawijaya (2014:176) kemudian dapat digambarkan ke dalam bangan Kerangka Pemikiran di bawah ini yaitu sebagai berikut :
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Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan 


Efektivitas :
1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Waktu
(Saxena, dalam Indrawijaya 2014:176)
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Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan
(PROCESS)






Pelaksanaan Program Keluarga Harapan berjalan dengan optimal
(OUTPUT)
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum optimal
(OUTPUT)



Terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan angka kemiskinan yang semakin menurun
(OUTCOME)
1. Meningkatkan sosialisasi
2. Pemutakhiran data penerima PKH
3. Edukasi pemanfaatan dana PKH




Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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